KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  :  12 TAHUN1993

TENTANG

PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS

WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

Menimbang
: 1. Bahwa oleh karena peletakan titik berat Otonomi     Daerah pada Daerah Tingkat II, maka Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai unsur Staf mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di Daerah; 

2. bahwa dengan telah diberlakukannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perubahan jenjang pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural antara lain telah ditetapkan eselon jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II menjadi II.b maka perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai persyaratan pengangkatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II.

Mengingat
: 1.  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037); 

2.  Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 1991 tanggal 27 Juni 1991 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 jo. Nomor 29 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo. Nomor 26 Tahun 192 tentang Perubahan Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;

7. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 1990 tanggal 27 September 1990 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Peminadahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri;

Memperhatikan
: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 21/SE/1977 tanggal 24 Nopember 1977 tentang Pegawai Negeri Sipil yang lebih rendah pangkatnya membawahi secara langsung Pegawai Negeri Sipil yang lebih tinggi pangkatnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKRETARIS WILAYAH DAERAH TINGKAT II.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) yang dimaksud dengan jabatan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II untuk selanjutnya disingkat SEKWILDA Tingkat II adalah jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural.

(2) yang dimaksud dengan persyaratan pengangkatan SEKWILDA Tk. II adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk pengangkatan dalam jabatan SEKWILDA Tingkat II.

Bab II

PERSYARATAN PENGANGKATAN SEKWILDA TINGKAT II

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat dalam jabatan SEKWILDA Tingkat II adalah yang telah menduduki pangkat/golongan ruang gaji sekurang-kurangnya Pembina (IV/a).

(2) Dalam pengangkatan jabatan SEKWILDA Tingkat II harus sudah lulus DIKLAT penjenjangan SESPA.

Pasal 3

Dalam pengangkatan SEKWILDA Tingkat II tidak dibenarkan berakibat Pegawai Negeri Sipil yang lebih rendah pangkatnya membawahi secara langsung Pegawai Negeri Sipil yang lebih tinggi pangkatnya.

Pasal 4

SEKWILDA Tingkat II diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Keputusan pengangkatan SEKWILDA Tingkat II ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan DPRD Tingkat II yang bersangkutan.

Bab III

LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum berlakunya Keputusan Menteri dalam Negeri ini telah menduduki jabatan SEKWILDA Tingkat II dan menduduki pangkat/golongan ruang gaji sekurang-kurangnya Pembina Tk. I (IV/b) dapat diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri pengangkatan yang bersangkutan menjadi SEKWILDA TINGKAT II, selanjutnya diikutkan Diklat penjenjangan SESPA.

(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebelum diberlakunya Keputusan Menteri Dalam Negeri ini telah menduduki jabatan Sekwilda Tingkat II tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 2 ayat 2, dapat diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri pengangkatan yang bersangkutan menjadi Sekwilda Tingkat II, setelah lulus Diklat Penjenjangan SESPA, dan bagi PNS yang tidak memenuhi persyaratan pasal 2 agar segera dimutasikan Kepala jabatan struktural eselon III.

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural SEKWILDA Tingkat II yang telah 5 (lima) tahun atau lebih agar segera diadakan penyegaran dengan mengadakan alih tugas/alih jabatan.

Bab IV

PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Persyaratan Pengangkatan SEKWILDA Tingkat II, maka semua peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Persyaratan pengangkatan SEKWILDA Tingkat II yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan pengangkatan SEKWILDA TingkatII dan belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
: JAKARTA

Pada Tanggal
: 27 Pebruari 1993

MENTERI DALAM NEGERI

RUDINI
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